
BUPATI SINJ AI 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR :).').. TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINJAI, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 
tentang tentang perubahan Postur dan rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 15/KM.7 /2020 tentang Tata Cara 
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III 
Tahun Anggaran 2020; 

• 
Mengingat 

c. 

1. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Nomor 41 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
Anggaran 2020; 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Noor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

• 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

• 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
penyelenggaraan Penanggulangan Bencanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peresiden Nomor 
64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Peresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 130); 

27. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 257); 
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28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang tentang 
Peru bahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peresiden Nomor 
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 155); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); 

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Nomor 45); 

33. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115); 
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34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 152); 

35. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111); 

36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 
129); 

37. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 151); 

38. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratuaran 
Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 12); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peratuaran Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut: 

•. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 

• 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan 

Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan 

yang sah 

J umlah Pendapatan Daerah 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak 

Langsung: 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan 

Sosial 

90. 762.840.633,50 

Rp. 821.039.866.000,00 
Rp. 140.510.391.117,00 

Rp. 478.781.052.278,40 
Rp. 8.331.239.454,00 
Rp. 0,00 
Rp. 13.395.300.000,00 
Rp. 0,00 

Rp.1.052.313.097. 750,50 

Asli Rp. 

6. Belanja Bagi Hasil Rp. 
Kepada 
Provinsi / Kabu paten 
/Kota dan 
Pemerintah Desa 

2.221.049.427 ,60 

7. Belanja Bantuan Rp. 128.543.989.550,00 
Keuangan Kepada 
Provinsi/ Kabu paten 
/Kota dan 
Pemerintah Desa 
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8. Belanja Tidak Rp. 15.284.110.522,00 
Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 646.556.741.232,00 

b. Belanja Langsung: 
1. Belanja Pegawai Rp. 1.609.563.000,00 
2. Belanja Barang dan Rp. 251.930.200.574,50 

Jasa 
3. Belanja Modal Rp. 325.785.689.944,00 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 

Rp. 579.325.453.518,50 
Rp. l.225.882.194.750,50 
Rp. (173.569.097.000,00) 

• 
3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 221.319.097.000,00 
Rp. 47.750.000.000,00 

Rp. 173.569.097.000,00 

Rp. 00,00 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

• 

2. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun Anggran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peratuaran Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 12) sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai . 

• Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal t 2, :JUL.I 1020 

• 

RAH KABUPATEN SINJAI, 


